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Lampiran
Prosedur Wawancara

A. Pengantar
1. Memberi salam dalam ucapan terimakasih atas kesediaan memberikan
informasi.
2. Memperkenalkan diri dengan menyebutkan nama dan latar belakang
penidikan
3. Menjelaskan tentang lamanya wawancara, yaitu kurang dari 30 menit.

4. Menjelaskan secara singkat tentang tujuan wawancara.

B. Tujuan
Melakukan wawancara tentang akibat hukum alih fungsi lahan pertanian di
kabupaten bondowoso khususnya tanah yang masuk dalam kawasan LP2B
(Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan) terhadap pemilik dan penguasa lahan.

C. Prosedur
1. Meminta izin untuk melakukan wawancara.
2. Meminta kepada narasumber untuk memberikan pendapatnya baik positif
maupun negatif.
3. Memberikan jaminan bahwa hasil wawancara hanya untuk tujuan penelitian

dan dijamin kerahasiaannya

D. Kesimpulan dan Penutup
1. Pewawancara membuat rangkuman tentang hasil wawancara
2. Menanyakan apakah ada informasi yang tertinggal
3. Mengucapkan terimakasih kepada narasumber atas informasi, kesempatan
yang diberikan dan mengemukakan bahwa informasi yang diberikan sangat
penting.
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